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PUTUSAN

Nomor 828/Pdt.G/2023/MS.Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR’IYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan  mengadili  perkara  tertentu  pada tingkat  pertama  dalam

persidangan  Majelis  telah  menjatuhkan  putusan  dalam  perkara  cerai  gugat

antara: 

PENGGUGAT,  nik,  tempat  dan  tanggal  lahir,  Biara  Barat,  22  Januari  1999,

Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah

Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya

disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Medan, 02 Januari 1995, Agama Islam,

pendidikan  SMA,  pekerjaan  Wiraswasta,  tempat  tinggal  di

Kabupaten  Deli  Serdang  Provinsi  Sumatera  Utara,

selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar’iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat  dalam surat gugatannya tanggal 10 November 2023

yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon dengan

Nomor  828/Pdt.G/2023/MS.Lsk tanggal 15 November 2023, dengan dalil-dalil

sebagai berikut:
1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019,

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0256/009/VIII/2019 tertanggal 08 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Agama (KUA) Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;

2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Gampong

Biara Barat Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, selama 2 (dua) bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat

tinggal  bersama  dirumah  orang  tua  Tergugat  di  Desa  Sei  Mencirim  Kecamatan  Sunggal  Kabupaten  Deli  Serdang  Provinsi

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 828/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, selama 2 (dua) bulan, setelah itu Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama di Desa Sei Mencirim

Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dan pulang ke rumah orang tua di Gampong Biara Barat

Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara,  sekarang sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan;      

3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia, hanya

selama 1 (satu) bulan, karena sejak bulan November tahun 2019 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat

telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus

menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu;

5.1. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;

5.2. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;

5.3. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;

5.4. Tergugat tidak perduli terhadap Penggugat;

5.5. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat;

6. Bahwa akibat dsari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak bulan

Januari tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, setelah itu Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal

bersama di Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dan pulang ke rumah orang

tua di Gampong Biara Barat Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara,  sekarang sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun

11 (sebelas) bulan, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak

memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga

telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

7. Bahwa oleh karenanya apabila  hubungan perkawinan antara  Penggugat  dan Tergugat  masih  tetap dipertahankan,  akan

membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan

Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Berdasarkan alasan cerai gugat di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon untuk

memanggil  kami  kedua  belah  pihak  dalam suatu  persidangan  yang  khusus  ditetapkan  untuk  itu  guna  memeriksa,  mengadili  dan

memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba’in Shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
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Subsidair:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat  telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat

tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun

berdasarkan Relaas Panggilan (Surat Tercatat) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil  namun belum secara resmi dan

patut, sehingga telah ternyata dalam persidangan Tergugat tidak hadir; 

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa  setelah nasehat dan  pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena  Penggugat

ingin memperbaiki gugatannya;

Bahwa oleh karena Penggugat di persidangan telah menyatakan mencabut perkaranya, maka tidak ada alasan hukum bagi

Majelis Hakim untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa,  untuk  mempersingkat  uraian putusan  ini  maka  segala  yang

tercatat dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  tak  terpisahkan  dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai di atas; 

Dalam Pokok Perkara

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  pokok  perkara  yaitu  Penggugat

mengajukan  gugatan  perceraian dengan  Tergugat,  akan  tetapi  pada

persidangan sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan

mencabut surat gugatannya; 

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat

apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan ketentuan

Pasal  271  jo.  Pasal  272  Rv  terhadap  pencabutan  tersebut  tidak  diperlukan

adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di  atas, maka

pencabutan gugatan oleh Penggugat dalam perkara  a quo dapat dikabulkan

dan  kemudian  kepada  Panitera  diperintahkan  untuk  mencatat  pencabutan

perkara a quo dalam register perkara;

Biaya Perkara
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Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  menyangkut  bidang

perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada

Penggugat;

Mengingat  segala  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan

hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  nomor

828/Pdt.G/2023/MS.Lsk oleh Penggugat;

2. Memerintahkan  Panitera  Mahkamah  Syar’iyah  Lhoksukon untuk

mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya perkara ini

sejumlah Rp223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Rabu

tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir

1445 Hijriah, oleh  kami  Muhammad  Naufal,  S.Sy.  sebagai  Ketua  Majelis,

Tubagus  Sukron  Tamimi,  S.Sy.  dan  Frandi  Alugu,  S.H.I.  sebagai  Hakim

Anggota  dan  diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  pada  hari  dan

tanggal  tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota

dan  dibantu  Yenny  Anisya  Fitri,  S.H., sebagai  Panitera  Pengganti  serta

dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhammad Naufal, S.Sy.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
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Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy. Frandi Alugu, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Yenny Anisya Fitri, S.H.

Perincian Biaya:
Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
Biaya Proses : Rp 60.000,00
Biaya Pemanggilan : Rp 93.000,00
Biaya PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
Biaya Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 223.000,00
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